	Harian    
	:
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	:
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	:
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	Entitas
	:
	Kabupaten Parigi Moutong
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Pada Dinas
Dukcapil Parimo

PARIMO - Aparat Kepoli-
sian Resort (Polres) Parimo
rupanya mulai mengendus
dugaan proyek bermasalah
di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil (Dukcapil) Pari-
mo. Proyek tersebut adalah
proyek pembangunan ge-
dungpelayanan KTP. Diduga,
proses pembangunannnya
menyalahi Peraturan Pres-

iden (Perpres) nomor 70 ta-
hun 2012.

Kapolres Parimo, AKBPNo-
viaJaya SHyangdikonfirmasi
media ini, membenarkan hal
tersebut. Diamengatakan, pi-
haknya sudah menurunkan
anggota ke lapangan untuk
melakukan pendalaman. Se-
lainitu, diajugaakan menyeli-
diki apakah proyekitubenar-
benarmenyalahiPerpresatau
tidak, dnegan memeriksa pi-
hak-pihak yang memahami
tentang pengadaan barang
dan jasa.

Saat ditanya apakah sudah
ada pihak yang dimintai ket-
erangan, Novia menjelas-
kan, untuksaatinibelumada.
Akan tetapi, tidak menutup
kemungkinan bakal ada pi-
hak yang akan dimintai ket-
erangan. “Untuksaatini, kami
masih sementara melaku-
kan pendalaman,” ujar No-
via Jayd, yang ditemui belum
lama ini.

Berdasarkan hasil penel-
usuran di lapangan, oknum
Kabid Samsu Nadjamudin
yangdidugamengatur proyek

pembangunan kantor pelay-
ananitu, beberapakaliterlihat

- mendatangikantorKejaksaan

Negeri (Kejari) Parigi meng-
gunakan Mobil Dinas (Mob-
nas). Pihak kejaksaan yang
dikonfirmasi membenarkan
hal tersebut. “Iya, dia sering
datang, katanya mau kon-
sultasi,” tutur salah seorang
pegawai di Kejari Parigi.
Dikonfirmasiterkaithalitu,

Samsu Nadjamudin, tidak

mengelak. Dia justru mem-
benarkan bahwa memang
sering ke Kejari Parigi. Dia

berdalih, kedatangannya ke
kejaksaandalamrangkakoor-
dinasi dan konsultasi terkait
bangunan tersebut. Ketika
ditanya, apakah kedatangan-
nya karena panggilan kejak-
saanterkait proyekyangdidu-
ga bermasalah, Samsu men-
gaku tidak dipanggil. “Itu in-
isiatifsayasendirimelakukan
koordinasi,” jelasnya.
Terkait dengan proyek itu,
Samsu Nadjamudin yang di-
mintaiketerangan, mengakui
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bahwa proyektersebutmeru-
pakanpembangunangedung
pelayanan, pengusulannya
melalui TAPD. Dinas Duk-
capil, kata dia, tidak memiliki
pejabat pengadaan barang
dan jasa yang bersertifikat,
sehingga langsung ditangani
Unit Pelayanan Pengadaan
Barahg danJasa (ULP). “Dari
ULP disilakan mencari ang-
gota yang memiliki sertifi-
kat pengadaan barang dan
jasa. Pejabat yang bersertifi-
kat adalah ibu Fadlun di Di-
nas Pekerjaan Umum (PU),”
ungkapnya. v
Setelah itu, dibuat RAB-
nya. Karena yang mengeta-
huipersishal tersebutadalah
DinasPU, sehingga pihaknya
meminta Dinas PU untuk
melakukan asistensi RAB.

Setelah semuanya dianggap
sudah sesuai prosedur, lang-
sung diajukan ke Komisi IV
DPRD Parimo, selaku mitra
Dinas Dukcapil Parimo. Dia
beralasan, bahwasetelah dik-
etuk palu, pembangunan ge-
dungtersebutlangsungdilak-
sanakan. Padahal berdasar-
kaninformasiyangdihimpun
dari sejumlah anggota DPRD
Parimo, saat diketuk palu,

pembangunan gedungterse-

but sudah 50 persen.

Artinya, bahwa bangunan
kantor pelayanan itu sudah
dibangun lebih awal dan tin-
dakan itu diduga menyalahi
Perpres. Ditanya lagi terkait
hal itu, Samsu Nadjamudin,
justru mengelak. “Kalau Itu
saya tidak tahu. Yang tahu
persis itu adalah Dinas PU.
Saya bukan PPTK. Saya han-
ya ditugasi oleh Kadis,” sam-
bungnya.

Disamping itu, ketika dit-
anyaapakahbangunanterse-
but melanggar atau tidak?
Samsu Nadjamudin tam-
pak berbelit-belit. Dia beral-
asan bahwa pertama, pem-
bangunannya sudah diren-
canakan jauh hari, terus di
tingkat komisi sudah diba-
has dan komisi IV siap mem-
perjuangkan di Banggar.
Setelah proses Banggar se-
lesai langsung dilakukan
pekerjaan full time. “Kalau
tidak salah ingat, 11 Okto-
ber. Nanti saya konsultas-
ikan dengan pejabat pen-
gadaan barang dan jasa
yang memiliki sertifikatke-
ahlian, Proyek itu sekarang
belum 100persen,” paparnya.

Seperti yang diberitakan
sebelumnya, pembangunan
gedungpelayanan KTP di Di-
nas Dukcapil Parimo diduga
telah melanggar Perpres no-

mor 70 tahun 2012 tentang
perubahan kedua atas per-
aturan Presiden nomor 54 ta-
hun 2010 tentang pengadaan
barang dan jasa. Sebab, kan-
tor tersebut sudah dibangun
lebih awal. Akan tetapi, ang-
garannya belum ada sama
sekali.

Dari hasil pantauan media
ini di lapangan, banyak ke-
janggalan dalam proyek ge-
dung pelayanan KTP terse-
but. Salah satunya, nilai ang-
garan yang terpasang di pa-
pan proyek ditutup dengan
diolesi cat warna coklat. Be-
lumlagi, modelbangunannya
yang tampak miring. Bagian
jendeladan pintujugabelum
terpasang. Disampingitu, in- -
formasi lain yang berhasil di-
himpun, pekerjaan tersebut
adalah titipan salah seorang
oknum anggota DPRD me-
lalui dana aspirasi. (iwn)




